
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Praktek poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang 

dikenal di beberapa budaya dan agama di seluruh dunia. Dalam masyarakat 

yang dinamis, poligami tidak hanya menjadi sebuah fenomena sosial, tetapi 

juga memerlukan pandangan hukum yang jelas dan terdefinisi, terutama 

berkaitan dengan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. 

Dalam ajaran Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat utama suami harus 

mampu berlaku adil terhadap istri-istri yang dinikahinya. Namun, Al-Qur'an 

juga mengakui keterbatasan manusia dalam mencapai keadilan yang 

sempurna, sehingga diingatkan agar suami tidak menunjukkan kecenderungan 

berlebih kepada salah satu istri. Poligami dipahami sebagai alternatif untuk 

menyelesaikan masalah tertentu dalam rumah tangga, bukan sebagai norma 

umum yang diutamakan.1  

Di Indonesia, pengaturan poligami diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa seorang 

suami hanya boleh berpoligami dengan izin pengadilan dan memenuhi syarat-

syarat tertentu. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari praktik 

 
1 Heppy Hyma Puspytasari, Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan, Journal 

of Education Research (2023), hlm 252. 
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poligami yang sembarangan dan menjaga keseimbangan kehidupan keluarga.2 

Persoalan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur ketentuan 

tentang poligami dalam Pasal 55. Aturan tersebut menyatakan bahwa seorang 

suami diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu secara bersamaan, namun 

dibatasi hingga maksimal empat istri.  

Syarat utama bagi suami yang ingin berpoligami adalah kewajiban 

untuk berlaku adil kepada semua istri dan anak-anaknya. Apabila suami tidak 

mampu memenuhi syarat keadilan tersebut, maka ia dilarang untuk memiliki 

lebih dari satu istri. Disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang 

perkawinan, seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri wajib 

mengajukan permohonan kepada pengadilan di wilayah tempat tinggalnya. 

Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa izin poligami hanya diberikan jika istri 

tidak dapat menjalankan kewajibannya, mengalami cacat atau penyakit yang 

tidak dapat disembuhkan, atau tidak bisa melahirkan keturunan. Selain itu, 

Pasal 5 ayat (1) menekankan bahwa suami harus memiliki kemampuan 

finansial untuk menjamin kesejahteraan keluarganya. Meskipun suami 

dianggap mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin, pengadilan tetap 

berperan penting dalam memastikan terpenuhinya syarat tersebut. Dalam 

praktiknya, pengadilan berwenang menilai kelayakan permohonan dengan 

mempertimbangkan aspek kemaslahatan. 

 
2 Fatimah Zuhrah, Problematika Hukum Poligami Di Indonesia Analisis Terhadap UU No. 

1 tahun 1974 dan KHI, Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah (2020), hlm 1 
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Persoalan poligami memang sudah tidak asing di dengar, dalam praktik 

di lapangan masih banyak di temui praktik poligami yang kurang sesuai 

dengan aturan yang ada. Diantara kasus yang muncul adalah poligami tanpa 

memperoleh izin pengadilan, perceraian suami yang tidak mampu berlaku 

adil2 dan poligami yang dilakukan oleh seorang suami yang tidak 

mengindahkan pemenuhan syarat-syarat izin poligami. Sehingga, ketika suami 

berpoligami tidak dapat menjamin istri-istrinya mendapatkan nafkah yang 

cukup. Sedangkan pada hakikatnya, ketika seorang suami hendak berpoligami 

suami di haruskan melampirkan surat bukti penghasilan kepada pengadilan. 

Hal itu dilakukan demi mempersulit angka perceraian yang disebabkan oleh 

nafkah istri dan anak yang terbengkalai.3 

Berdasarkan data di lapangan, penelitian ini mengambil studi kasus di 

Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan data dari Sistem 

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), terdapat tren peningkatan jumlah kasus 

poligami pada tahun 2023. Sebagai contoh, lima putusan berikut menunjukkan 

variasi penilaian hakim terhadap aspek ekonomi suami dalam perkara izin 

poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung, yakni: Putusan 

Nomor 1280/Pdt.G/2023/PA.TA, Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2023/PA.TA, 

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.TA, Putusan Nomor 

1255/Pdt.G/2023/PA.TA, Putusan Nomor 1917/Pdt.G/2024/PA.TA.  Pada 

tahun 2021, terdapat 5 kasus perkara izin poligami. Kemudian,  pada tahun 

2022, terdapat 5 kasus perkara izin poligami. Pada tahun 2023 terjadi 

 
3 Nur Laili, Poligami Tanpa Izin Pengadilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama 

Manado), (Manado: IAIN Manado, 2021) hlm. 12. 
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peningkatan jumlah kasus poligami, terdapat 6 kasus perkara izin poligami. 

Dan pada tahun 2024 terjadi penurunan kasus poligami, terdapat 2 kasus 

perkara izin poligami. Secara keseluruhan, dalam periode 2021 hingga 2024, 

tercatat 18 kasus poligami yang telah diajukan dan diproses di Pengadilan 

Agama Kabupaten Tulungagung. Seluruh permohonan poligami yang 

diajukan di pengadilan tersebut pada periode 2021 hingga 2024 dikabulkan 

semua perkara izin poligami. Secara keseluruhan, memperlihatkan bahwa para 

pemohon umumnya mampu memenuhi syarat-syarat hukum yang ditentukan, 

baik dari segi administratif maupun alasan substantif. 

Dalam praktik pemberian izin poligami, pengadilan sering kali 

dihadapkan pada tantangan dalam menilai kemampuan finansial suami. Bukti 

penghasilan seperti slip gaji kerap dijadikan acuan, tetapi sifat penghasilan 

yang fluktuatif membuat penilaian menjadi kurang valid untuk jangka 

panjang. Selain itu, tidak adanya parameter yang jelas terkait besaran 

penghasilan minimum menimbulkan potensi perbedaan penilaian antara satu 

pengadilan dengan pengadilan lainnya. Tantangan ini mengindikasikan adanya 

kesenjangan antara ketentuan normatif dalam undang-undang dan 

implementasinya di lapangan. Hakim memiliki diskresi luas dalam 

menentukan kelayakan finansial suami, yang berpotensi menghasilkan putusan 

yang tidak seragam. Kondisi ini tidak hanya memunculkan ketidakpastian 

hukum tetapi juga membuka peluang eksploitasi terhadap fleksibilitas aturan 

oleh suami. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka regulasi yang lebih jelas 
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dan seragam untuk memastikan konsistensi putusan dan mengurangi potensi 

ketidakadilan dalam praktik poligami.4 

Keaidilain terhaidaip pemberiain naifkaih aidailaih suiaitui kewaijibain yaing 

diberikain oleh seoraing suiaimi baiik naifkaih laihir maiuipuin baitin dain meruipaikain 

haik muitlaik istri. AIdaipuin yaing dimaiksuid dengain aidil iailaih memberikain porsi 

yaing pais sesuiaii dengain kebuituihain dain tidaik membedaikain aintairai pairai istri 

tersebuit berdaisairkain emosionail semaitai. Haik-haik istri baiik beruipai maikainain, 

tempait tinggail, paikaiiain dain sebaigaiinyai huikuimnyai waijib berdaisairkain perintaih 

dailaim ailquirain kairenai aikibait suiaitui aikaid. UIlaimai Fiqh bersepaikait baihwai 

kewaijibain naifkaih seoraing suiaimi menyaingkuit kebuituihain primer beruipai 

saindaing paingain dain paipain. Maikai paituitlaih seoraing suiaimi yaing maimpui 

berlaikui aidil iailaih ketikai suiaimi suidaih memaihaimi konteks aidil tersebuit. 

Naimuin, aipaibilai seoraing suiaimi tidaik maimpui memenuihi syairait ketikai hendaik 

berpoligaimi cuikuiplaih dengain seoraing istri saijai.  

Di sini, perain pengaidilain saingait diperluikain sebaigaii suiaitui lembaigai 

yaing diainggaip memberikain pengairuih yaing lebih baiik baigi kehiduipain istri 

ketikai dipoligaimi oleh suiaiminyai. Pengaidilain AIgaimai dailaim mereailisaisikain 

perain tersebuit iailaih dengain cairai memperketait syairait ketikai hendaik 

berpoligaimi teruitaimai dailaim kepaistiain suiaimi yaing maimpui menjaimin naifkaih 

istri. Hail itui jelais memberikain kesimpuilain baihwaisainyai Haikim Pengaidilain 

 
4 Mustika Anggraeni Dwi Kurnia, Ahdiana Yuni Lestari, Pertimbangan Hakim Terkait 

Penolakan Permohonan Poligami,  Jurnal Media of Law and Sharia, (Yogyakarta), vol. 4, Issue 1, 

2022. 
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AIgaimai mempuinyaii kewenaingain uintuik memberikain izin poligaimi dengain 

melihait kemaislaihaitain pemohon tentui berdaisairkain pertimbaingain Haikim.5 

Naimuin terkaiit aituirain yaing mengaituir mengenaii baitais minimail 

pendaipaitain suiaimi dailaim memperoleh izin poligaimi dairi pengaidilain beluim aidai 

aituirain yaing mengaituir secairai paisti. AItuirain yaing mengaituir hainyai mengenaii 

syairait poligaimi sailaih saituinyai aidainyai kepaistiain suiaimi dailaim menjaimin 

keperluiain istri-istri dain ainaik-ainaiknyai yaiitui dailaim paisail 4 aiyait (1) UIUI Nomor 

1 taihuin 1974. Oleh kairenai itui, suilit uintuik mengetaihuii baigaiimainai seoraing 

suiaimi bisai dikaitaikain maimpui menjaimin segailai keperluiain-keperluiain istri dain 

ainaik-ainaiknyai nainti. Dimainai kitai taihui baihwai penghaisilainn disetiaip daieraih 

berbedai dain kebuituihain pengeluiairain setiaip keluiairgai juigai berbedai sehinggai 

kitai perlui taihui baigaiimainai haikim mempertimbaingkain sehinggai mengaibuilkain 

izin poligaimi dain aidaikaih faiktor-faiktor yaing mempengairuihi seperti keaidaiain 

sosiail setiaip daieraih aitaiui yaing laiin.6 

Pemilihan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten 

Tulungagung bukan tanpa alasan. Selain karena aksesnya yang mudah 

dijangkau oleh peneliti, pengadilan ini juga cukup aktif menangani perkara 

poligami setiap tahunnya. Putusan-putusan yang dikeluarkan pun beragam dan 

bisa dijadikan bahan kajian yang menarik. Di samping itu, masyarakat 

 
5 Nailul Ulya, Jaminan Nafkah Dalam Putusan Izin Poligami Di Pengadilan Agama 

Semarang (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2017 dan 2008 Tentang 

Poligami), Skripsi, S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo 

Semarang (Semarang, 2021), hlm. 78-81. 
6 Muhammad Yusoh, Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah 

Tangga (Studi Kasus di Kabupaten Tasikmalaya), Tesis, S-2 Fakultas Syariah dan Hukum, 

Universitas Islam Negeri Audidin Makassar (Makasar, 2023), hlm. 50 
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Tulungagung memiliki latar belakang sosial dan ekonomi yang cukup 

beragam, sehingga cocok dijadikan representasi dalam melihat praktik 

poligami dari berbagai sisi. Tahun 2023 dipilih sebagai fokus penelitian karena 

di tahun ini jumlah perkara izin poligami tercatat meningkat dibanding tahun 

sebelumnya. Dari situ, peneliti melihat bahwa ada dinamika yang cukup 

menarik, terutama dalam cara hakim mempertimbangkan aspek penghasilan 

suami. Selain itu, tahun ini juga menunjukkan bagaimana belum adanya batas 

atau ukuran pasti soal berapa penghasilan minimal yang dianggap layak untuk 

berpoligami, sehingga penting untuk dikaji lebih lanjut. 

Kaijiain ini tidaik hainyai relevain dailaim memberikain gaimbairain tentaing 

peneraipain huikuim di laipaingain, tetaipi juigai dihairaipkain daipait berkontribuisi paidai 

peruimuisain kebijaikain yaing lebih jelais dain aidil. Melailuii penelitiain ini, 

dihairaipkain pemaihaimain terhaidaip uirgensi pairaimeter penghaisilain suiaimi dailaim 

poligaimi semaikin kuiait, sehinggai maimpui menjaigai keseimbaingain dain 

kesejaihteraiain keluiairgai dailaim setiaip puituisain yaing diaimbil oleh pengaidilain 

aigaimai. Maikai berdaisairkain pemaipairain laitair belaikaing, penelitiain ini berjuiduil 

“PENETAPAN MINIMAL PENGHASILAN SUAMI SEBAGAI IZIN 

POLIGAMI (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kabupaten 

Tulungagung Tahun 2023)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdaisairkain laitair belaikaing yaing telaih dipaipairkain sebeluimnyai, maikai 

secairai spesifik maisailaih penelitiain yaing aikain dikaiji aidailaih:  
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1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan batas penghasilan 

suami dalam izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung? 

2. Bagaimana penetapan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung 

dalam menetapkan penghasilan suami sebagai syarat berpoligami dalam 

perspektif hukum progresif? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdaisairkain peruimuisain maisailaih yaing telaih diteraipkain di aitais, maikai 

tuijuiain dilaikuikain penelitiain ini aidailaih: 

1. UIntuik Mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam 

menetapkan batas penghasilan suami dalam izin poligami di Pengadilan 

Agama Kabupaten Tulungagung. 

2. UIntuik Menganalisis bagaimana penetapan hakim dalam menetapkan 

penghasilan suami sebagai syarat berpoligami ditinjau dari perspektif 

hukum progresif. 

D. Manfaat Penelitian  

Dairi laitair belaikaing yaing telaih dipaipairkain di aitais, maikai penelitiain 

tertairik uintuik mengetaihuii dain mengkaiji lebih dailaim mengenaii Penetapan 

Minimal Penghasilan Suami Sebagai Izin Poligami. Sehuibuingain dengain hail 

tersebuit peneliti menghairaipkain haisil dairi penelitiain yaing dilaikuikain memiliki 

nilaii mainfaiait baiik secairai praiktis maiuipuin teoritis guinai memperluiais kaijiain 

keilmuiain pairai pembaicai. Haisil penelitiain ini dihairaipkain daipait memberikain 

mainfaiait aintairai laiin sebaigaii berikuit: 

1. Mainfaiait teoritis 
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a. Sebaigaii baihain kaijiain ilmiaih khuisuisnyai baigi maihaisiswai juiruisain 

huikuim keluiairgai Islaim dain baigi siaipai saijai yaing tertairik uintuik 

mengetaihuii sertai mendailaimi terhaidaip efektivitais baitais minimail gaiji 

suiaimi sebaigaii syairait berpoligaimi. 

2. Mainfaiait praiktis 

a. Baigi Pihaik Pemerintaih 

Penelitiain ini dihairaipkain daipait diguinaikain sebaigaii literaituir dain 

mediai evailuiaisi pemerintaih dailaim melaikuikain pengaituirain baitais 

penghaisilain suiaimi dailaim syairait poligaimi sehinggai haikim daipait 

mengaimbil kepuituisain dailaim menyikaipi perkairai permohonain izin 

poligaimi. Selaiin itui penuilis berhairaip penelitiain ini daipait menaimbaih 

ilmui pengetaihuiain khuisuisnyai perihail ketetaipain hairtai bersaimai suiaimi 

dain istri dailaim pernikaihain poligaimi, dain menjaidi laihain informaisi 

dailaim kaijiain aikaidemis sebaigaii sairainai maisuikain paidai penelitiain yaing 

memiliki temai pembaihaisain yaing saimai, sehinggai daipait dijaidikain 

pembainding aitaiuipuin referensi terkaiit temai tersebuit. 

b. Baigi Maisyairaikait 

Pernyaitaiain ini dihairaipkain daipait menaimbaih waiwaisain dan 

memberikan pemahaman kepada maisyairaikait mengenaii pentingnya 

syairait kemampuan finansial dailaim berpoligaimi, sehingga masyarakat 

memiliki kesadaran hukum dan tidak memandang poligami semata-

mata dari sisi agama tanpa memperhatikan dampak sosial dan 

ekonomi. 
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c. Baigi Penuilis  

UIntuik menaimbaih waiwaisain peneliti terhaidaip fenomenai-

fenomenai sosiail terbairui yaing berkenaiain dengain pengaituirain baitais 

besairain penghaisilain suiaimi sebaigaii syairait berpoligaimi sertai sebaigaii 

pelaiksainaiain tuigais aikaidemik yaiitui memenuihi tuigais aikhir maitai kuiliaih 

skripsi. Sertai uintuik mempraiktikkain teori yaing telaih diperoleh selaimai 

proses belaijair di baingkui kuiliaih dengain reailitais sosiail yaing aidai dain 

berkaiitain dengain huikuim dain tinjaiuiain huikuim Islaim.  

d. Baigi Peneliti Berikuitnyai 

Diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti-peneliti 

berikutnya yang mengangakat tema serupa, sekaligus menjadi bahan 

perbandingan dalam pengembangan kajian hukum yang lebih spesifik 

tentang syarat ekonomi dalam praktik poligami. 

E. Penegasan Istilah 

Peneliti ini berjuiduil “Penetapan Minimal Penghasilan Suami Sebagai 

Izin Poligami paidai Pengaidilain AIgaimai Kaibuipaiten Tuiluingaiguing”. UIntuik 

memperjelais airaih Pembaihaisain dain aigair tidaik menimbuilkain penaifsirain yaing 

kelirui terhaidaip juiduil penelitiain ini, maikai penegaisain istilaih yaing terdaipait 

dailaim juiduil penelitiain ini yaiitui: 

a. Penghaisilain Suiaimi  

Penghaisilain suiaimi aidailaih totail pendaipaitain yaing diperoleh suiaimi 

dairi berbaigaii suimber, baiik dairi pekerjaiain formail maiuipuin informail. 

Penghaisilain ini menjaidi sailaih saitui faiktor penting dailaim menentuikain 
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kemaimpuiain suiaimi uintuik memenuihi taingguing jaiwaib dailaim menjailaini 

kehiduipain berpoligaimi. Penghaisilain aidailaih segailai bentuik penerimaiain 

uipaih aitaiui gaiji, juigai termaisuik semuiai tuinjaingain seperti kesehaitain dain 

pensiuin dailaim jaingkai waiktui tertentui sebaigaii bailais jaisai yaing telaih 

dilaikuikain seseoraing dailaim pekerjaiainnyai. Gaiji aitaiui uipaih itui daipait beruipai 

uiaing dengain juimlaih tertentui maiuipuin beruipai bairaing. Menuiruit Suikirno, 

Penghaisilain aidailaih juimlaih penghaisilain yaing diterimai oleh penduiduik aitais 

prestaisi kerjainyai selaimai saitui periode tertentui, baiik hairiain, mingguiain, 

builainain aitaiuipuin taihuinain.7 

b. Poligaimi 

Poligaimi aidailaih perkaiwinain dengain sailaih saitui pihaik dailaim kuiruing suiaimi 

yaing mainai suiaimi mengaiwini lebih dairipaidai saitui istri dain semuiainyai maisih 

dailaim taingguingain suiaimi. Dailaim perspektif huikuim Islaim poligaimi 

dibaitaisi saimpaii maiksimail 4 oraing istri. Paidai paisail 4 dailaim uindaing-

uindaing perkaiwinain seoraing suiaimi yaing aikain berpoligaimi waijib 

mengaijuikain ke pengaidilain aigaimai. Pengaidilain hainyai aikain mengizinkain 

suiaimi berpoligaimi dengain ailaisain-ailaisain tertentui.8 

F. Sistematika Penulisan  

Sistemaitikai pembaihaisain ini bertuijuiain uintuik menggaimbairkain mengenaii 

suisuinain isi skripsi secairai teraituir. Sistemaitikai penuilisain disuisuin berdaisairkain 

baib demi baib yaing aikain diuiraiikain sebaigi berikuit: 

 
7 Sutrisno, Analisis Fengaruh Pendapatan Nelayan di Kabupaten Srengat, Tesis, Sarjana S2 

program studi magister ekonomi pembangunan Universitas Sumatra Utara (Medan 2023) hlm. 80 
8 Zainal Abidin, dkk, Poligami dalam Islam dan Keadilan Gender: Studi atas Pemikiran 

Mansour Fakih dan Faqihuddin Abdul Kodir, The International Journal of Pegon: Islam 

Nusantara Civilization 8, no. 2 (2022), hlm 25 
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BAB I PENDAHULUAN, Baib ini berisi mengenaii pendaihuiluiain yaing 

meruipaikain gaimbairain uimuim penelitiain yaing terdiri dairi laitair belaikaing 

maisailaih, ruimuisain maisailaih, tuijuiain penelitiain, mainfaiait penelitiain, penegaisain 

istilaih, metode penelitiain dain sistemaitikai pembaihaisain penelitiain. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA, Baib ini memuiait pemaipairain terkaiit dengain 

teori yaing diperguinaikain dailaim penelitiain ini melipuiti: Poligaimi Dailaim 

Huikuim Positif dan Huikuim Islaim, serta teori hukum progresif sebagai 

pendekatan yang digunakan dalam analisis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan langkah-langkah metodologis yang digunakan dalam 

penelitian, yang meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, 

kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data, serta tahapan penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN, Bab ini menyajikan hasil penelitian 

berupa data-data yang diperoleh dari studi dokumen dan wawancara, serta 

temuan mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan batas penghasilan 

suami dalam izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung. 

BAB V PEMBAHASAN, Bab ini membahas hasil temuan yang dikaitkan 

dengan teori hukum progresif, serta menganalisis penetapan hakim terhadap 

penghasilan suami sebagai syarat berpoligami berdasarkan realitas sosial dan 

keadilan substantif. 
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BAB VI PENUTUP, Baib ini meruipaikain kesimpuilain dain sairain dairi haisil 

penelitiain. Baigiain aikhir yaing melipuiti daiftair ruijuikain, laimpirain-laimpirain, 

suirait pernyaitaiain keaisliain penuilisain, dain daiftair riwaiyait hiduip. 


